
 
 

KEPUTUSAN LURAH BEJI 

KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

No : 26   / KPTS / 2025 

 

TENTANG 

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN 

 KALURAHAN BEJI KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

TAHUN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 LURAH BEJI, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pendayagunaan 

aplikasi Sistem Informasi Kalurahan perlu dibentuk tim 

pengelola yang ditetapkan Surat Keputusan Lurah; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang 

Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Tahun 2026; 

 

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 

 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesian Nomor 6573; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 



208, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 

6827); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 384); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 



tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

1295); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 

35); 

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan 

Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada 

Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 

Nomor 100) sebagaimana telah diubah sebagian dengan 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan 

Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada 

Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2021 

Nomor 37); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 

Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 

Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6); 

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39); 

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak 

dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 

24); 

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 



(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 

Nomor 5); 

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di 

Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); 

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37)  

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; 

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73); 

24. Peraturan Kalurahan Beji  Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Beji  Tahun 

2022 Nomor 6); 

 

25. Peraturan Kalurahan Beji  Nomor 7 Tahun 2022 Tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewengangan Lokal Berskala Desa (Lembaran 

Kalurahan Beji  Tahun 2022 Nomor 7). 

 

26. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 2 tahun 2025 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 

2026 (Lembaran Kalurahan Beji  Tahun 2025 Nomor 2). 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

 

PERTAMA : Menunjuk personal yang namanya tercantum dalam   

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola 

Sistem Informasi Kalurahan Tahun 2026. 

 

 

 

 

 

 



 

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana 

diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan 

tugasnya kepada Lurah 

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

 

 

Ditetapkan di : Beji 

Pada tanggal :  26 Desember 2025 
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NO 

 

Nama 

 

Jabatan dalam Dinas 

Jabatan dalam Tim 

Pengelola 

1.  Age Endra Setyanto Kamituwo Administrator 

2.  Surya Alim Syuhada Pangripta Operator 

3.  Dina Tri Lestari Danarta Jurnalis 


